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10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 199.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi; 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

TENTANG PEDOMAN PENGEMBALIAN BAGIAN WILAYAH 
KERJA POTENSIAL YANG TIDAK DIUSAHAKAN DALAM 
RANGKA OPTIMALISASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI. 

 
KESATU : Untuk peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi, 

Kontraktor yang mengelola Wilayah Kerja yang sudah 
berproduksi, wajib melakukan pengembalian bagian Wilayah 
Kerja potensial yang tidak diusahakan, atau mengusahakan 
kembali bagian Wilayah Kerja potensial sesuai dengan 
pedoman dalam Keputusan Menteri ini.  

       
KEDUA : Untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, SKK Migas atau BPMA wajib melakukan 
inventarisasi atas bagian Wilayah Kerja potensial yang tidak 
diusahakan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut:  
a. terdapat lapangan produksi yang selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tidak diproduksikan; 
b. terdapat lapangan dengan rencana pengembangan 

lapangan (Plan Of Development/POD) selain rencana 
pengembangan lapangan pertama (POD I) yang tidak 
dikerjakan selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau 

c. terdapat struktur pada Wilayah Kerja tahapan Eksploitasi 
yang telah mendapat status temuan (discovery) dan tidak 
dikerjakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 

 
KETIGA : Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA, SKK Migas atau BPMA melakukan evaluasi 
dan menyiapkan rekomendasi kepada Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral terhadap bagian Wilayah Kerja yang 
dikelola oleh Kontraktor dengan bentuk rekomendasi sebagai 
berikut:     
a. bagian Wilayah Kerja dikerjakan oleh Kontraktor dengan 

ketentuan: 
1. sesuai rencana kegiatan dan tata waktu yang 

direkomendasikan oleh SKK Migas atau BPMA; 
dan/atau  

2. dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian, 
Kontraktor dapat mengajukan perbaikan keekonomian 
kepada Pemerintah melalui SKK Migas atau BPMA 
sesuai dengan Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

b. bagian Wilayah Kerja dikerjakan oleh Kontraktor melalui 
kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha 
Tetap untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman 
bisnis sesuai dengan rencana kegiatan dan tata waktu yang 
direkomendasikan oleh SKK Migas atau BPMA; 

c. bagian Wilayah Kerja dikelola lebih lanjut oleh Badan Usaha 
dan/atau Bentuk Usaha Tetap lain yang diusulkan oleh 
Kontraktor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-






